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BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SAMPANG  
 

NOMOR 19 TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH                                                         

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang :   a. bahwa agar perencanaan dan penganggaran yang 
berbasis kinerja pada perangkat daerah dapat 

terselenggara secara efektif, efisien, dan akuntabel serta 
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek 

fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran 
tugas pemerintahan, perlu disusun Standar Harga 
Satuan Daerah; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Daerah. 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

DaerahDaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia           Nomor 2730); 

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah 
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diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12      Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia        Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6401); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2024    Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2021 Nomor 246); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023     Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 6523); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80            

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018             

Nomor 157); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 
Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur 

Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016             
Nomor 811); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020            
Nomor 1781); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3         
Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 2   Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2022 Nomor 2);    
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3         

Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 
Nomor 3);  

17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 113 Tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Sampang Tahun 2022 Nomor 113). 

 
 

 
 

MEMUTUSKAN…………….. 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

DAERAH. 

 
 

BAB I 
KTENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang. 
2. Bupati adalah Bupati Sampang. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada 
Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah. 
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD 
yang dipimpinnya. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan 

dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam 
rangka penyusunan APBD.    

8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, 
rencana belanja dan rencana pembiayaan yang terinci 

sampai dengan sub rincian obyek sebagai dasar 
penyusunan APBD.  

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rencana 
pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan 

yang terinci sampai dengan sub rincian obyek disertai 
rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran. 
10. Standar Harga Satuan Daerah adalah harga satuan 

setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu Daerah 
yang ditetapkan dengan peraturan Bupati. 

11. Biaya Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik 

kepada Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri 
Sipil yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan 

pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 
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12. Biaya Barang dan Jasa adalah belanja untuk 

pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai 
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau 
pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan 

kegiatan pemerintahan Daerah. 
13. Biaya Pemeliharaan adalah pengeluaran yang 

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan 
aset tetap lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi 

normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi 
sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. 

14. Efisien adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu 

dengan meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber 
daya yang ada. 

15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat 
kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama 

dari kantor domisili Pegawai/Non Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan dan dilakukan untuk kepentingan 
Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang. 

16. Satuan biaya resmi lain adalah satuan biaya resmi yang 
dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa berupa daftar 

harga resmi yang disajikan secara lengkap, akurat, 
memenuhi unsur informasi dan dapat 

dipertanggungjawabkan  kebenarannya. 
 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN  

 
Pasal 2 

Standar Harga Satuan Daerah untuk mewujudkan 
penyusunan RKA SKPD yang efektif, efisien, transparan dan 

dapat dipertanggungjawabkan melalui standarisasi belanja 
kegiatan. 
 

Pasal 3 
Adapun tujuan penyusunan Standar Harga Satuan Daerah 

antara lain : 
a. menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan 

perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada 
tolak ukur kinerja dan batas tertinggi transaksi; dan 

b. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi dalam 

pengelolaan keuangan daerah. 
 

 
BAB III 

STANDAR HARGA SATUAN 
 

Pasal 4 

(1) Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas 
tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD 

meliputi : 
a. Satuan Biaya Honorarium; 

b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri; 
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c. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan 

Luar Kantor;  
d. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas; dan 
e. Satuan Biaya Pemeliharaan. 

(2) Penjelasan dan Standar harga satuan yang berfungsi 
sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan 

pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 

Pasal 5 
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf (b) 
dilakukan secara at cost (biaya riil).  

 
Pasal 6 

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas 
luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar 

biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian 
negara/lembaga. 

 
Pasal 7 

(1) Standar Harga Satuan Daerah ini digunakan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan APBD.  

(2) Dalam perencanaan APBD, standar harga satuan daerah 

ini berfungsi sebagai: 
a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat 

dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah; 

b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 
c. Bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Dalam pelaksanaan APBD, Standar Harga Satuan Daerah 
ini berfungsi sebagai:  

a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat 
dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; 

b. Estimasi merupakan prakiraan besaran biaya 
tertinggi yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan 
anggaran karena kondisi tertentu, termasuk karena 

adanya kenaikan harga pasar sepanjang dilandasi 
prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran, 

itikad baik, berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta tidak 

mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah. 
 

 

BAB IV 
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN 

 
Pasal 8 

(1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan 
pengendalian terhadap penerapan Standar Harga Satuan 
Daerah. 
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(2) Pembinaan dan Pengawasan secara umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat 
Daerah. 

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh PA dan TAPD dalam rangka penyusunan 
RKA SKPD. 

 
Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 
 

 
     Ditetapkan di   :  Sampang 
     Pada tanggal    :   5 Maret 2025 

 
BUPATI SAMPANG, 

 
ttd 

 
 

     SLAMET JUNAIDI 
  

 
Diundangkan di     :  Sampang 

Pada tanggal :  5 Maret 2025  
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG, 

 
ttd 
 
 

YULIADI SETIYAWAN 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR 19  BUD 


